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PEDOMAN PENANGGULANGAN BENCANA BIDANG KESEHATAN
I. PENDAHULUAN

1. Umum

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis terletak pada wilayah yang
rawan terhadap bencana alam baik yang berupa tanah longsor, gempa bumi, letusan

gunung api, tsunami, banjir, dan lain-lain.

Di samping bencana alam tersebut, akibat dari hasil pembangunan dan adanya sosio
kultural yang multi dimensi, Indonesia juga rawan terhadap bencana karena ulah manusia
seperti kerusuhan sosial maupun politik, kecelakaan transportasi (pesawat terbang, kapal
laut, kereta api, mobil), kecelakaan industri dan kejadian luar biasa akibat wabah penyakit

menular.

Kita mengetahui bencana dapat timbul secara mendadak (akut) yang ditandai dengan
jatuhnya korban manusia, rusaknya rumah serta bangunan penting lainnya, rusaknya
saluran air bersih dan air kotor, terputusnya aliran listrik, saluran telepon, jalan-jalan raya
dan sistem saluran lingkungan serta mengakibatkan ribuan orang harus mengungsi ke
wilayah lain. Di samping bencana yang akut, kita juga mengenal bencana yang
mengakibatkan dampak secara perlahan-lahan (slow onset disaster atau creeping
disaster), misalnya perubahan kehidupan masyarakat akibat menurunnya kemampuan
memperoleh kebutuhan pangan atau kebutuhan hidup pokok lainnya, atau akibat
kekeringan yang berkepanjangan, kebakaran hutan dengan akibat asap (Haze) yang

menimbulkan masalah kesehatan dan lain-lain.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada berbagai bencana alam, jajaran kesehatan
telah memberikan pelayanan kesehatan dengan baik. Dari berbagai pengalaman tersebut
maka disusun Pedoman Penanggulangan Bencana dengan melibatkan semua unsur terkait.
Dengan adanya pedoman ini, diharapkan penanggulangan bencana pada masa yang akan
datang dapat dilaksanakan lebih baik, lebih cepat, dan tepat di semua tingkatan jajaran

kesehatan secara terpadu.

2. Maksud dan Tujuan

Pedoman penanggulangan bencana ini disusun dengan maksud untuk memberikan
gambaran tentang peran semua unit jajaran kesehatan, sedangkan tujuannya agar semua
unit jajaran kesehatan tersebut dapat mempelajari, memahami dan melaksanakan tugas
penanggulangan bencana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peran dan fungsi masing-

masing.

3. Pengertian
Dalam Pedoman Penanggulangan Bencana ini yang dimaksud dengan:
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Gawat Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang secara tiba-tiba dalam
keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam anggota badannya dan jiwanya
(akan menjadi cacat atau mati) bila tidak mendapatkan pertolongan dengan segera.
Kedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok
masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respons
intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian dan atau kecacatan serta
kerusakan lingkungan yang luas.
Kedaruratan kompleks biasanya ada motif politik, kekerasan sangat menonjol dan
lumpuhnya pelayanan pemerintahan.
Tanggap Darurat (Emergency Respons) adalah reaksi manajemen pada tahap awal
bencana/tahap darurat berupa rescue, evakuasi (SAR) dan Rapid Assessment.
Korban Massal adalah korban akibat kejadian dengan jumlah relatif banyak oleh
karena sebab yang sama dan perlu mendapatkan pertolongan kesehatan segera dengan
menggunakan sarana, fasilitas dan tenaga yang lebih dari yang tersedia sehari-hari.
Bencana adalah suatu peristiwa yang terjadi secara mendadak/tidak terencana atau
secara perlahan tetapi berlanjut yang menimbulkan dampak terhadap pola kehidupan
normal atau kerusakan ekosistem, sehingga diperlukan tindakan darurat dan luar biasa
untuk menolong dan menyelamatkan korban yaitu manusia beserta lingkungannya.
. Pengungsi (Refugees) adalah setiap orang yang berada di luar negara tempatnya
berasal dan yang diluar kemauannya atau tidak mungkin kembali ke negaranya atau
menggunakan perlindungan bagi dirinya sendiri karena :
1). Ketakutan mendasar bahwa dia akan dituntut karena alasan ras, agama,
kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politik;
atau
2). Ancaman terhadap nyawa atau keamanannya sebagai akibat pertikaian bersenjata
dan bentuk-bentuk lain dari kekerasan yang meluas yang sangat mengganggu
keamanan masyarakat umum (UNHCR, 1995).
Pengungsi dalam arti pengungsi setempat (/nternally Displaced Persons — IDPs)
didefinisikan sebagai orang-orang yang dalam jumlah yang besar telah dipaksa untuk
meninggalkan rumah mereka secara mendadak atau tanpa diduga-duga sebagai akibat
pertikaian bersenjata, perselisihan internal, kekerasan-kekerasan sistemik terhadap
hak-hak asasi manusia atau bencana alam atau yang ditimbulkan oleh manusia dan
yang berada dalam wilayah kekuasaan negara mereka (UNHCR, 1995).
Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran
yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan serta disahkan oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai
dokumen pelaksanaan pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan
akuntansi pemerintah.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Pusat Penanggulangan
Krisis yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Departemen
Kesehatan.
. Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran
yang dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan
atas nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara, antara lain Daftar
Isian Proyek Pembangunan (DIPP) dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO).






